
 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

WALIKOTA BANDA ACEH 
 

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH 

NOMOR   29    TAHUN 2020 
 

T E N T A N G 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH 

NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN BELANJA APARATUR 
DAN NON APARATUR GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2020 

 
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

 

WALIKOTA  BANDA ACEH, 
 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka penyesuaian besaran belanja 

aparatur dan non aparatur gampong, dipandang perlu 
mengubah Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 79 

Tahun 2019 tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non 
Aparatur Gampong Tahun 2020;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas 
Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 79 Tahun 2019 

Tentang Besaran Belanja Aparatur Dan Non Aparatur 
Gampong Tahun Anggaran 2020. 

      

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 8 (Drt) Tahun l956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1092); 
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4633); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

4. Undang … 
 

 

SALINAN 
 



 

 

  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3247); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentag 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  6321); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Repbulik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah 
Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5864); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 

2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1222); 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
10. Peraturan … 

 



 

 

  

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 
Indonesia Tahun sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1012); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 
tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang 

Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 384); 

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 
Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367); 

15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang 
Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong 

dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda 
Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D    Nomor 1); 

16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 
2019 Nomor 4). 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 79 TAHUN 
2019 TENTANG BESARAN BELANJA APARATUR DAN NON 
APARATUR GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2020. 

 
 

Pasal I 
 

beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh 

Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun 2020 

(Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 79) 
diubah sebagai berikut: 

 

 
 
 

 
 

1. Di antara 
 



 

 

  

1. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 ditambah 1 (satu) pasal yaitu 
pasal 4A, yang berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 4A 
 

 Apabila Besaran Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat` 
Gampong melebihi ketentuan belanja proporsional 30 % (tiga 
puluh persen) dari belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Gampong, gampong wajib melakukan penyesuaian terhadap 
besaran penghasilan tetap pada Anggaran Pendapatan Belanja 
Gampong menjadi di bawah 30 % (tiga puluh persen). 

 
2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 ditambah 1 (satu) pasal yaitu 

pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 6A 

 
 Apabila Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong melebihi 

ketentuan belanja proporsional 30 % (tiga puluh persen) dari 
belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, gampong 
wajib melakukan penyesuaian terhadap besaran tunjangan 

Keuchik dan Perangkat Gampong pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Gampong menjadi di bawah 30 % (tiga puluh 
persen). 

 
3. Lampiran Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2019 tentang 

Besaran Belanja Aparatur Dan Non Aparatur Gampong Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 
Nomor 79) pada Nomor 3.3 diubah sebagaimana terlampir 

dalam Peraturan Walikota ini. 
 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh. 

 
 

Ditetapkan di Banda Aceh 

pada tanggal   22  Juni     2020 M 
                       30 Syawal  1441 H 

 

WALIKOTA BANDA ACEH, 
 

CAP/DTO 
 

AMINULLAH USMAN 

 
Diundangkan di Banda Aceh 

pada tanggal  22   Juni     2020 M 
 30  Syawal   1441 H 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH, 
 
             CAP/DTO 

 
                            BAHAGIA 

 
BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR 29 

 



 

 

  

 
 LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH 
  NOMOR : 29 TAHUN 2020 

  TANGGAL  : 22  Juni    2020 M 
    30 Syawal 1441 H 

 
 

BESARAN BELANJA APARATUR DAN NON APARATUR DI GAMPONG 

TAHUN ANGGARAN 2020 
 
 

NO URAIAN SATUAN 

 BIAYA  
(Rp) 

Tahun 
2020  

KETERANGAN 

1 2 3 5 6 

            

3.3 
Pelaksana Pengelolaan Keuangan 

Gampong (PPKG)/Kasi, Kaur dan Kaur 
Keuangan 

     

    a. Nilai Pagu diatas 5 Juta s.d 100 Juta  
 

Orang/Bulan  
           
250,000  

Maksimal 5 
Bulan 

    b. Nilai Pagu diatas 100 Juta s.d 250 Juta 
 

Orang/Bulan  
           
300,000  

  

    c. Nilai Pagu diatas 250 Juta s.d 500 Juta 
 

Orang/Bulan  
           
350,000  

Setiap 
Pelaksana 
kegiatan yang 
mengelola 
lebih dari  1 
(satu) kegiatan 
hanya dapat 
mengambil 
honor pada 
satu kegiatan 
saja. 

    d. Nilai Pagu diatas 500 s.d 1 miliar 
 

Orang/Bulan  
           
400,000  

    e. Nilai Pagu diatas 1 miliar s.d 2.5 miliar 
 

Orang/Bulan  
           
450,000  

  

            
            

 

 
 

 WALIKOTA BANDA ACEH, 
 
      CAP/DTO 

 
    AMINULLAH USMAN 

 
 
 

 
 

 


